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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip ekonomi syariah dalam
mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia, yang merupakan pusat
pertumbuhan startup digital terkemuka di Asia Tenggara. Studi ini mengeksplorasi faktor-
faktor pendorong pertumbuhan startup, tantangan yang dihadapi, dan potensi penerapan
prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba dan investasi yang bertanggung jawab,
sebagai solusi untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak sosial. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa integrasi prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kepercayaan
investor dan konsumen, mendorong praktik bisnis yang lebih etis, serta menciptakan
dampak sosial positif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga
berkontribusi pada perekonomian nasional.
Kata Kunci: Startup Digital, Ekosistem Startup Indonesia, Transformasi Digital, Ekonomi
Syariah, Inovasi Teknologi

Abstract
This research aims to analyze the role of Islamic economic principles in fostering the
growth of the startup ecosystem in Indonesia, a leading digital startup hub in Southeast
Asia. The study explores the driving factors behind startup growth, the challenges faced,
and the potential application of Islamic economic principles, such as the prohibition of
usury and responsible investment, as solutions to enhance sustainability and social
impact. The results indicate that integrating Islamic economic principles can increase
investor and consumer confidence, promote more ethical business practices, and create
positive social impacts aligned with sustainable development goals, thereby contributing
to the national economy.
Keywords: Digital Startups, Indonesian Startup Ecosystem, Digital Transformation,
Islamic Economy, Technological Innovation
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PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi pertumbuhan terbesar startup digital yang paling dinamis
di Asia tenggara dalam beberapa tahun ini. Ekosistem startup digital di Indonesia
mengalami pertumbuhan pesat berkat dukungan tiga faktor utama: populasi yang besar,
penetrasi internet yang terus meningkat, dan kebijakan pemerintah yang suportif.
Perkembangan ini mencakup berbagai sektor, seperti e-commerce, teknologi finansial
(fintech), teknologi pendidikan (edutech), dan teknologi kesehatan (healthtech).
Fenomena ini menarik perhatian para peneliti dan praktisi karena potensi startup digital
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Dewaweb dan Sudaryana et al., 2019)

Transformasi digital yang terjadi di Indonesia telah menciptakan peluang baru bagi
para wirausahawan untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Startup digital,
dengan model bisnis yang inovatif dan skalabilitas yang tinggi, telah menjadi motor
penggerak utama dalam transformasi ini. Pertumbuhan startup digital di Indonesia
didorong oleh beberapa faktor kunci. Pertama, penetrasi internet yang semakin tinggi
telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi startup digital. Kedua, dukungan
pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program telah menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi perkembangan startup. Ketiga, meningkatnya minat investor, baik lokal
maupun asing, telah memberikan akses terhadap modal yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan. (Oktaviani.J, 2018).

Pertumbuhan ekonomi stratup di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting
dalam transpormasi ekonomi nasional. Dalam dekade terakhir ,indonesia telah
mencatatkan perkembangan signifikan dalam umlah dan kualitas startup,menjadikannya
sebagai pusat inovasi di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 2.500 startup yang aktif
perawal tahun 2024 ,indonesia menduduki peringkat teratas di Asia tenggara dan
keenam secara global dalam hal jumlah startup. Asia tenggara dan keenam secara
gelobal dalam jumlah startup . Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor ,termasuk
adaopsi teknologi yang cepat ,dukungan pemerintah ,dan perubahan pola konsumsi
masyarakat yang semakin beralih ke digital . Namun pertumbuahn yang pesat ini juga
dihadapkan pada tantangan - tantangan yang sgnifikan ,terutama dalam aspek
keuangan dan modal bisnis.

Tantangan utama yang dihadapi oleh startup di Indonesia adalah akses terhadap
pendanaan yang memadai. Meskipun terdapat minat yang tinggi dari investor lokal dan
internasional, banyak startup masih kesulitan untuk mendapatkan modal yang diperlukan
untuk berkembang. Selain itu, model bisnis yang diterapkan oleh banyak startup sering
kali belum sepenuhnya teruji dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan risiko
kegagalan. Dalam konteks ini, penting bagi para pelaku startup untuk mengembangkan
strategi bisnis yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini
mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen serta kemampuan
untuk berinovasi secara terus-menerus.Di tengah tantangan tersebut, penerapan prinsip
ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang relevan untuk mendukung keberlanjutan
startup. (Handika Fagih Nugroho, 2025)

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif dalam pembiayaan dan
pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengutamakan profit tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba
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dan spekulasi berlebihan dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan
bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam model bisnis
mereka, startup dapat menarik investor yang memiliki orientasi syariah serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang
ditawarkan.Lebih jauh lagi, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat membantu startup
untuk menciptakan dampak sosial positif. Banyak startup di Indonesia telah berfokus
pada penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan akses layanan
kesehatan dan pendidikan serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) untuk bertransformasi secara digital.

Dengan demikian, keberlanjutan startup tidak hanya diukur dari aspek finansial
tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.Secara
keseluruhan, pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia menunjukkan potensi besar
untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun
tantangan tetap ada, dengan dukungan pemerintah dan penerapan prinsip ekonomi
syariah sebagai solusi keberlanjutan, masa depan ekosistem ini terlihat cerah. Upaya
kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pelaku industri akan menjadi kunci untuk
memperkuat pertumbuhan dalam sektor ini .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studii literatur
(riterature research ). Studi literatur meurut Sarwono ( 2018 ) . Merupakan sutu
pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai buku referensi
serta hasil penelitian sbelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan
landasan teori dari masalah yang akan diteliti . Dalam pencarian data peneliti akan
mengumpulkan informasi sebanyak -banyaknya drai kepustakaan yang relevan dengan
topik penelitian . Sumber — sumber kepustakaan dapat di peroleh dari buku,jurnal
,majalah ,hasil — hasil penelitian dan berbagai sumber lainnya yang sesuai .

Dalam penelitian ini studi literatur melibatka identifikasi,pemilihan da review
sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal,buku,laporan riset dan sumber- sumber
terulis yang berkaitan dengan subjek peelitian . Penggunaan studi literatur dalam
penelitian ini bertujuaan untuk memehami perkembangan temuan drai teori yang
berkaitan dengan ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan
ekosistem stratup diindonesia . Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya memberika
kontribusi pada literatur akademik ,tetapi bermanfaat pula dalam para pengambil
kebijakan .

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ekonomi Syariah dan perinsip — perinsip

Muhammad Syaugi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu
yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar
kebijakan (siasat) ekonomi Islam (Imaniyati, Neni Sri, 2013). Abdul Manan (1992)
mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan ekonomi syariah sebagai suatu atau
kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang
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berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan
yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah
kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang
bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah.

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim
(kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan diantara
keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi syariah
tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara
keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniah/etika yang diperlukan manusia.
Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi syariah adalah :

a. Al-Quran
Al-Qur’an adalah sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam
yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah . Didalam Al-Qur“an banyak terdapat
ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi islam, salah satunya dalam surat An-
Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat
Islam dalam segala bidang termasuk ekonomim
b. Hadits dan sunnah
Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi adalah hadits dan sunnah yang
mana pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam
AlQur’an tidak terperinci secara lengkap.
c. Ijma’
ljma® adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan
konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur‘an dan Hadits.
d. ljtihad atau Qiyas.
e. lIstishan, Istislah dan istishab

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi
Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi
sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha
bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan
pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial.
Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada
manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan
dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal
beribadah kepada-Nya.

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam
mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya
didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada
pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip
keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan
harga, kualitas poduksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari
berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka
menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu
tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan (Mohammad Haikal,
2024).
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Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad,
menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan mencakup seluruh asepk kehidupan,
merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan
untuk berbuat adil diantara sesama manusia.

b. Prinsip Al-lhsan. Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian
manfaat kepaa orang lain lebih dari pad hak orang lain.

c. Prinsip Al-Mas’uliyah. Prinsip Al-Mas’uliyah adalah prinsip
pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni
pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas’uliyah al-afrad),
pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtama).

d. Prinsip Al-Kifayah. Prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip
ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh
anggota dalam masyarakat.

e. Prinsip Wasathiyah/I'tidal. Prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang
mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-
batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi
dengan kepentingan masyarakat.

f.  Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak
karimah.

Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad
transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objkakad maupun
harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap
transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga
dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan
pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebab
kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat,
transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip
transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip
tidak ada paksaan (mardani,2015).

2. Peroduk dan layanan keuangan syariah

Kemunculan praktik ekonomi dan keuangan syariah di suatu negara dapat
diklasifikasi menjadi dua model. Pertama, model bottom up. Model ini menampilkan
fenomena praktik ekonomi dan keuangan syariah bermula dari gerakan arus bawabh.
Tidak dari arus atas. Maksudnya, lahirnya praktik ekonomi dan keuangan syariah di
sua tu negara bukan bermula dari dorongan pemerintah. Masyarakat bergerak dan
menginisiasi adanya praktik ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, model top
down. Model ini memberikan ruang besar bagi pemerintah untuk aktif dalam
memunculkan praktik ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Pemerintah
mempunyai kepentingan dan agenda tersendiri dengan hadirnya ekonomi dan
keuangan syariah.

Ada hal yang menarik untuk dicermati dengan kemunculan praktik ekonomi
dan keuangan syariah di Indonesia. Awalnya, praktik ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia bermula dari gerakan arus bawah. Tepatnya pada awal tahun
1990an. Saat itu, sebelum lahirnya Bank Muamalat indonesia (BMi), sebagai bank
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syariah pertama di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal terlebih dulu
praktik ekonomi syariah secara kelembagaan dalam wujud Baitul Mal wat Tamwil
(BMT). Tercatat dalam sejarah perkembangan BMT di Indonesia, paling tidak ada
dua BMT yang sudah berdiri pada tahun 1980an, yakni BMT Teknosa di Masijid
Salman ITB Bandung dan BMT Ridho Gusti di Jakarta.

Berdirinya BMI menjadi tonggak sejarah perkembangan keuangan syariah
di Indonesia. BMI didirikan atas dasar inisiasi umat Islam Indonesia. Umat Islam
Indonesia saat itu menginginkan agar dapat bertransaksi melalui bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menyerap aspirasi umat Islam Indonesia. MUI bersama komponen umat Islam
lainnya, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), berkomunikasi
dengan Pemerintah untuk menyampaikan aspirasi umat Islam Indonesia.
Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Presiden Soeharto, memberikan
kesempatan berdirinya BMI, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan praktik ekonomi dan
keuangan syariah di indonesia semakin menguat karena mendapat support dari
negara. Negara hadir melalui Pemerintah, Bank Indonesia (Bl) dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan pada gilirannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk
mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Tentunya, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank
Indonesia dan OJK, baik berupa UndangUndang, Peraturan Bl ataupun Peraturan
OJK itu sendiri. Misal, dari sisi aturan perundangundangan, praktik ekonomi dan
keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki sederet UndangUndang, di
antaranya UU Wakaf, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga
Syariah Negara, dan terakhir UU Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (P2SK) yang semakin menguatkan sektor keuangan syariah di
Indonseia. Selain itu juga ada Peraturan Presiden No 28 Tahun 2020 tentang
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), (Sultan , 2024).

Dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, diperlukan integrasi elemen-elemen
pendukung yang membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan
ekosistem yang kokoh dari hulu ke hilir, para pemangku kepentingan ekonomi
syariah diharapkan dapat meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Selain itu, ekosistem ini juga penting untuk merangsang inovasi
dan motivasi para pelaku ekonomi. Secara umum, ekosistem ekonomi syariah
terdiri dari dua blok utama, yaitu sisi supply (penawaran) dan sisi demand
(permintaan) yang didukung oleh elemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sisi
supply merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari
berbagai sektor perekonomian. Sedangkan sisi demand, baik yang berasal dari
domestik maupun global, menggambarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dari
industri. Blok infrastruktur ekosistem berfungsi untuk memfasilitasi dan
mendukung aktivitas yang dilakukan pada blok utama.

Secara umum, klaster keuangan syariah komersial dapat dibagi menjadi
tiga sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-
bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan
ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang
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ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan
infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional. Sumber dana dari
keuangan syariah komersial yang perlu lebih dioptimalkan berasal dari investor
global, dana pemerintah, dan investor institusional. Sedangkan potensi lainnya
yang selama ini telah ada seperti investor ritel yang membeli saham, sukuk atau
reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro,
tabungan dan deposito tetap perlu dijaga sambil tetap meningkatkan edukasi dan
literasi atas produk-produk yang ada (Muhamad Ibn Thariq,2020)

Selain keuangan syariah komersil, dukungan keuangan sosial syariah yang
berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) juga menjadi klaster
industri yang sama pentingnya. Masyarakat yang berada di bawah garis
kemiskinan (mustahik) perlu dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari
dana zakat, infak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil, mereka
tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalam Islam, telah diatur
syarat dan ketentuan mengenai zakat dan pihak-pihak yang berhak untuk
mendapatkan dana tersebut (asnaf zakat). Salah satu peran zakat adalah
menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat dari muzakki untuk
disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di
tingkat daerah hingga nasional. Instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah
wakaf, yang merupakan aset/dana abadi dengan penerima manfaatnya lebih luas
dari asnaf zakat. Lembaga nadzir atau pengelola wakaf bertugas untuk
menghimpun dana wakaf, mengelola aset/dana wakaf tersebut dan menyalurkan
manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari wakif
(Mukharom,2024).

3. Definisi dan krakteristik Startup

Startup adalah perusahaan muda yang didirikan untuk mengeksplorasi
kemajuan teknis atau untuk menargetkan permintaan konsumen akan produk atau
layanan tertentu yang sebelumnya belum pernah ditawarkan atau didukung
secara memadai oleh perusahaan mapan di bidangnya (Rasmussen and Tanev,
2015). Startup dianggap sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia untuk
memulihkan krisis ekonomi dunia lebih cepat daripada perusahaan besar dan
ekonomi pasar maju.

Startup juga merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu memulai
sesuatu sedangkan jika di tinjau dari pemaknaan bisnis startup menjadi sebuah
inovatif dalam bentuk perusahaan yang baru saja merintis yang kerap sekali
berkaitan dengan internet ataupun teknologi digital yang masih dalam tahap
proses pengembangan dan riset untuk menemukan pasar yang cocok dengan
bidang. Banyak yang mengartikan bahwa bisnis startup adalah sebuah system
investasi bisnis yang akan menggerkan bisnis secara otomatis. Namun startup
dikenal sebagai pembagunan system bisnis era digital yang berkaitan dengan
dunia online (Djoko Setyo Widodo,2020).

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang
menjanjikan, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Hal ini tercermin dari
peningkatan kontribusi sektor Halal Value Chain (HVC) terhadap PDB nasional
dari tahun 2016 hingga 2020. Sistem ekonomi syariah yang unik, dengan nilai-nilai
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yang selaras dengan kearifan lokal dan prinsip bagi hasil, terbukti mampu menjaga

kestabilan sistem keuangan nasional. Pengembangan ekonomi syariah di

Indonesia telah dimulai sejak tiga dekade lalu, ditandai dengan pendirian Bank

Muamalat. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat ekosistem

ekonomi syariah, mulai dari perbankan syariah hingga sertifikasi halal. Indonesia,

sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki
potensi besar dalam pengembangan industri halal. Hal ini didukung oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup halal.

Meski memiliki potensi besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi target
pasar. Ekspor produk halal perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat berperan
sebagai pemain global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang
komprehensif, antara lain:

1. Penguatan Rantai Nilai Halal: Melalui pembentukan halal hub, sertifikasi halal,
insentif investasi, dan kerja sama internasional.

2. Penguatan Industri Keuangan Syariah: Dengan menyediakan pembiayaan
yang memadai dan sesuai prinsip syariah, serta inovasi produk keuangan
yang relevan.

3. Penguatan UMKM: Sebagai penggerak utama rantai nilai halal, melalui
edukasi, literasi, fasilitas pembiayaan terintegrasi, dan basis data UMKM.

4. Penguatan Ekonomi Digital: Melalui halal marketplace, sistem pembiayaan
syariah, inkubasi start-up HVC, dan sistem informasi terintegrasi untuk
ketertelusuran produk halal.

Selain strategi tersebut, peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi
kunci penting untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai visinya menjadi pusat ekonomi
syariah terkemuka di dunia. Setelah memperhitungkan jumlah investasi yang
diterima seperti pertanian berkelanjutan (T23), Layanan sains dan teknologi
(T12),dan formasi ( T39 ) secara signifikan meningkatkan pangsat dalam
kelarifikasi keseluruhan ,Sementara kelas jasa lain seperti analisis data dan Al
(T3), manajemen waktu (T5), keamanan siber (T19), dan manajemen acara (T28)
menyusut. Hal ini dapat dijelaskan dengan persyaratan yang lebih tinggi yang
harus dipenuhi oleh startup di kelas sebelumnya (misalnya, memiliki teknologi,
laboratorium, dan peralatan yang unik) dibandingkan dengan startup di kelas
terakhir. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang lebih rendah pada tahap
pendirian perusahaan rintisan di kelas sebelumnya sehingga merangsang investor
untuk menyediakan modal ventura dan memerlukan investasi yang lebih besar
untuk melanjutkan peningkatan produksi (Sultan Syarif, 2024).

Bisnis startup diindonesia menurut APJII ( Asosiasi penyelenggaraan jasa
internet indonesia) pengguna internet sebanyak 77.02% dengan jumalah
penggunaan 270 juta sehingga startup dating dalam dunia digital menjadi sangat
mudah untuk difahami . Data jumlah tersebut menjadi bisnis startup diindonesia
memiliki pasar yang begitu besar . Bidang startup di indonesia sangat beragam
jenisnya diantaranya :

1) Startup pada bidang pendidikan

2) Startup pada bidang transportasi

3) Startup pada bidangpertanian
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4) Startup pada bidang asuransi

5) Startup pada bidang keuangan / Fintech

6) Startup pada bidang kesehatan

7) Startup pada bidang E-commerce

8) Startup pada bidang Layanan ekspedisi / logistik
9) Startup pada bidang hukum.

4. Tantangan dan peluang startup

Fenomena yang terjadi pada startup bisa menjadi penyebab seperti siklus
pasar modal atau pasar saham ,syistem siklus bisnis ekonomi ,syistem model
hubungan siklus pasar,dan siklus bisnis inisiatif penggerak perusahaan . Bubble
ekonomi merupakan dorongan spekulatif yang disebabkan oleh keuangan
sehinggga menjadi investor untuk membelanjakan aset pada barang yang sedang
booming.

Terjadinya peningkatan harga dan asset dalam jangka waktu dekat dan
bisa mengalami penurunan yang cepat pula. Fenomena stratup bubble burst
menjadi isu yang terjadi karena para pekerja startup akan mengalami PHK dalam
jumlah yang sangat besar ,awal mula bubble burst terjadi dikarnakan pandemi
yang membuat peredaran uang secara gelobal menurun . Sehingga terjadinya
inflasi yang mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat derastis . Sehingga
trjadilah kenaikan suku bunga yang menjadi ventur captal ( VC)mulai menghemat
dana pada startup. Hal ini disebabkan oleh dana yang tersedia pada venture
capital mulai melakukan investasi pada yang lebih meyakinkan dan
menguntungkan untuk berinvestasi .

Startup bubble burst terjadi dimana ventur capital mulai mundur perlahan
untuk menyuntikan dananya untuk stratup yang pertumbuahannya masih negativ.
Terutama bagi strtup yang masih ketergantungan akan modal dari investor akan
mengalami keputusan yang sangat sulit kedepannya salah satunya perampingan
karyawan (Binar Academy,2023).

Kegagalan startup di Indonesia akan disandingkan dengan hukum-hukum
yang berkaitan dengan hukum sebagai negara yang mematuhi hukum-hukum
yang telah ditetapkan, Tinjauan aspek hukum terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan untuk menghindari kegagalan starup.

1) Dokumen perusahaan , dalam pendirian startup harus memiliki dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan legalitas perusahaan seperti,surat izin
usaha perdagangan ( SIUP ),nomor induk wajib pajak ( NPWP) ,nomor induk
berusaha (NIB ),tanda daftar perusahaan ( TDP ),surat keterangan domisili
perusahaan ( SKDP ),dan SK menti hukum dan ham ,dokumenn- dokumen
tersebut merupakan hal yang suatu saat nanti akan mempermudah dari segi
hukum.

2) Membayar pajak, dasar hukum dalam mendirikan perusahaan dan peraturan
yang berhubungan dengan teknlogi seperti undang — undang informasi dan
transaksi elektronik ( ITE),negara memiliki sebuah instrumen dalam
membangun negara dengan jalan pajak ,perusahaan yang berbadan hukum
salah satunya vyaitu startup dan tidak perlu menunggu omzet mencapai
miliaran ataupun triliunan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan
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pajak ,karna pajak memiliki kekuatan hukum yang kuat pada peraturan
pemerintah NO.23 Tahun 2018 yang menjadi angin segar bagi pelaku startup
dan Usaha mikro,kecil ,dan menengah ( UMKM ) yang mendapatkan pajak
dari 1 % menjadi 0,5 %.

3) Perjanjian kerja,pemilik startup memiliki banyak rintangan yang akan dilalui
dari berbagia masalah yang datang,jika point diatas berkaitan dengan
ketentuan hukum sudah terpenuhi akan dapat melewati dari jerat-jerat hukum
yang ada ,namun akanmenjadi perhatian khusus mengenai antara
perusahaan dan karyawan sehingga agar tidak terjadinya sengketa atau
permasalahan dan pentingnya untuk pendiri stratup menidak lanjuti berkaitan
dengan waktu kerja ,cuti dan lain- lain yang berkaitan dengan karyawan
(Heylaw Edu,2021).

4) Kekayaan hak intelek tual berperan sangant penting sesuai ketetapan undang-
undang intelektual akan memberikan keamanan bagi perusahaan stratup
dengan menetapkan berbagai saksi dan denda.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai pusat pertumbuhan startup digital terkemuka di Asia Tenggara
menghadapi tantangan pendanaan dan model bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini
menyoroti potensi penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai solusi inovatif untuk
mengatasi tantangan tersebut. Integrasi nilai-nilai syariah, seperti larangan riba dan
spekulasi berlebihan, dapat mendorong praktik bisnis yang lebih etis dan bertanggung
jawab, serta menarik investor yang berorientasi syariah.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi syariah, startup di Indonesia tidak hanya
berpotensi meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka tetapi juga memberikan dampak
sosial yang positif. Fokus pada penyelesaian masalah sosial dan pemberdayaan UMKM
sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pelaku industri,
dengan berlandaskan prinsip ekonomi syariah, akan menjadi kunci untuk memperkuat
pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia dan mewujudkan potensi penuhnya dalam
transformasi ekonomi nasional.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran prinsip ekonomi syariah dalam
mendukung pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia, berikut adalah beberapa saran
yang direkomendasikan:
1. Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Startup:
Startup, terutama yang beroperasi di Indonesia, disarankan untuk
mempertimbangkan integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam model
bisnis mereka. Hal ini meliputi penghindaran riba (bunga), penerapan
sistem bagi hasil yang adil, serta investasi pada sektor-sektor yang halal
dan memberikan manfaat sosial.
2. Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah:
Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu berkolaborasi untuk
meningkatkan aksesibilitas pembiayaan syariah bagi startup. Bentuknya
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bisa berupa penyediaan modal ventura syariah, skema pinjaman tanpa
riba, atau mekanisme crowdfunding yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pengembangan Inkubator dan Akselerator Syariah:
Perlu adanya pengembangan program inkubator dan akselerator startup
yang berfokus pada penerapan prinsip ekonomi syariah. Program ini dapat
memberikan pelatihan, mentoring, dan akses ke jaringan yang relevan bagi
startup yang ingin mengembangkan bisnis berbasis syariah.
4. Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi Syariah:
Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah,
khususnya di kalangan pelaku startup dan investor, sangat diperlukan. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi dan manfaat
ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan startup yang
berkelanjutan dan inklusif.
5. Riset dan Pengembangan Lebih Lanjut:
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak penerapan prinsip
ekonomi syariah terhadap kinerja dan keberlanjutan startup di Indonesia.
Penelitian ini dapat mencakup studi kasus, analisis kuantitatif, dan evaluasi
terhadap program-program yang telah diimplementasikan.
Dengan mengimplementasikan saran-saran ini,diharapkan ekosistem startup di
Indonesia dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif
bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.
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